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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambaﬁrdmmenganahss outcome kebijakan alokasi dana desa di
Desa Nanga Kebebu Kecamatan Nanga Pinch Kabupaten M elai «Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
adalah kualititaf dengan jenis penel litian deskrlptlf Adapun hasil peneht'i’aﬁ ggalah masih kurang efektifnya dampak
yang dapat dicapai dari hasil pembangunan melalui ADD, dari 9 program pel gunan desa yang telah dirancang
hanya ada 1 program yang" terlaksana melalui ADD. Hal ini- berdampak kepadas outcome atau dampak yang
dihasilkan pun belum aksimal dan=merata;pada seluruh desa. Kedua; .dari anggaran‘ ADD yang mencapai Rp.
26.459.793,00 hanya Rp. 3.000.000,00-yang dialokasikan untuk ‘pembangunan desa yaﬁg telah direncanakan.
Ketiga, progr.am pembangunan yang telah terlaksana yaitu pembuatan: gerbang desa belim sesuai dengan
pembangupan yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat, dimana,masyarakat febih mengingi nkar¥ pembangunan
bersufat,..pemberdayaan Keempat, belum meratanya dampak dan hasul pembangunan yang dihasilkan yaitu hanya
terfoktis pada pusat desa. Rekomendasi untukkebijakan selanjutnya yaitu agar memperjelas petunjuk pelalisanaan
dan petujuk teknispelaksanaan kebi Jakan alokas dana desa.

Kiata kunci : Alokas DanaDesa, Pembangunan Demrentcome Kebj] akan ADD, efektivitas. |
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The purpose of this study is to describe and an
impac

utcome of fund alocation policy in thewillage of lNanga
KeBébu Nanga Pinoh subdistrict of MelaW| Study used is qualitative approach with deﬁcnpuve
research. The result of the study is that the h| through the development of ADD was still less
effective; from 9 programs that had been desgpkd ‘jﬂy L'Q;ogram had been implemented through ADD This
affected the outcome or impact generated that was not maximal and not evenly occurred on entire wllag&s Second,
from ABD budget that reached Rp. 26,559,793, only [Rp 3,000,000 was allocated for rural development that had
been plahned Third, the development program.that had been implemented: building village’s gate ‘'was not in
accordance with what was desired and needed by society; people prefer empowerment based develgpment. Fourt,
there was uhpven development impact which was focused on the eenter of the village. Recommendations for future
policy are that procedures and technical for the implementation of.villagezs—furid allocation p‘ollcy should be
clarified. L5 Fd

i ; ) F,
Key words: Village,Fund Allocation, development of village, outcome of ADD’s policy, effegtiveness.
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A. PENDAHULUAN —

Seiring dengan digulirkannya Undang-
undang nomor 32 tahun 2004 lebih mempertegas
adanya pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk
membangun daerahnya masing-masing. Hal ini juga
semakin  memperjelas fungs desa untuk Iebih
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negara, dimana apabila kita lihat pada sensus
penduduk Indonesia pada tahun 2010 yang
menunjukkan bahwa sekitar 50.21% penduduk
Indonesia masih bertempat tinggal dikawasan
permukiman desa (Badan Pusat Statistik,
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http://sp2010.bps.go.id/). Sehingga menjadi hal yang
sangat logis apabila pembangunan desa dapat
menjadi  prioritas utama untuk  keberhasilan
pembangunan nasional .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2005 Pasal 7 huruf b juga memberikan
gambaran dalam pelaksanaan otonomi desa secara
luas, nyata dan bertanggungjawab. Dimana
didalamnya disebutkan bahwa urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa. Disamping

itu keluasaan otonomi desa mencakup pul TR,
kewenangan yang utuh dan  bulat=* dal am
penyelenggaraan, mul ai dar =" “perencanaan,

pel aksanaan, pengawasan, pgpgeﬁ&alian dan evaluasi.
Sejalan dengan hal tersebtit, pemerintah dalam hal
ini juga telah mempérsiapkan suatu program untuk
mencapai  kemafidirian desa. yaitu ‘dengan adanya
penyerahan péngel olaan anggaran kepada desa yang
berbent_gk pembenan bantuan alokasi dana desa.
Dimama untuk - mencapai  kemandirian fersebut
pgﬁierl ntah menyerahkan langsung p_roses
pengelolaan dan. pelaksana alokasi dana desa kepada
desa dan “«dalam pengawasan BPD
Pengawasan.Desa).

] Adapun tujuan dari kebijakan alokasi danq
desa tersebut sesuai dengan Perda nomor 8 tahun'
2006 yaitu untuk pemerataan pembangunan
menl-ngkatkan partisipasi, kesegahteraan “Sertal
pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan

skala desa. Namun apabila dilihat dari tujuan- tﬁr)fﬂan I}

‘I

tersebut masih  terdapat fenomena-fenomena

(Badan.

T

!
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)
i
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d|Iapangqn yang belum sesuai dengan harapan =

sebagai mﬁg_a tertera dalam Perda_nomor 8 tahun
2006 tersehut Terlihat dari RPIMDesa “Nanga
Kebebu tahlin 2010-2012 "terdapat 26 program
pembangunan'"‘yang akan dilaksanakan dari tajun
2010-2012. Tahun, 2010 terdapat 7. program yang
direncanakan untuk”dilaksanakan. Tetapi yang dapat
terlaksaksana melal ui A DDrhanya 3 program.

Tahun 2011 program yang direncanakan-
sebanyak 10 program pembangunan dan yang
terealisass melalui ADD hanya 1 program
pembangunan. Sedangkan untuk program
pembangunan tahun 2012 ada 9 program yang
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direncanakan dan yang terealisas melalui ADD
hanya ada 1 program pembangunan.

Apabila dibandingkan dari hasil
pembangunan yang dapat dicapai dari tahun 2010
hingga tahun 2012, memang hasil atau output dari
pembangunan tahun 2012 semakin menurun
dibandingkan tahun 2010 dan tahun 2011. Dari
tingkat pencapaian hasil pembangunan melalui ADD
yang ada pada tahun 2010 dapat mencapai ouput
pembangunan 3 rencana pembangunan yang dapat
terealisasi. Sementara untuk tahun 2011 dan 2012
hanya 1 rencana pembangunan yang dapat terealisas

~mefalui anggaran ADD. Hal ini otomatis memberikan

dampak“ semakin menurun tiap tahunnya dari
hasil pembangur'laqryang telah tercapai. Walaupun
dari segi pemanfaatanrfya hasil pembagunan tersebut
dapat ‘mencapai manfaat Yang diharapkan. Tetapi
apabila dinilai berdasarkan dafis, tujuan kebijakan
ADD _pada perda nomor 8 tahi]n 2006, hasil
pembangunan yang ingin dicapai sehanusnya bisa
lebih meningkat setiap tahunnya Sehingga q.ampak
yang dapat diterima dan® dimanfaatkan “goleh
Masyarakat dapat terus berkembang sesuai dengah
harapé\n perda nomor 8 tahun 2006: Y aitu dari fhasil
pembangunan melalui ADD dapat memeratakan
pembangunan, meningkatkan partisipasi,
kesgjahteraan dan pelayanan masyarakat rﬁelalul
pembangunan skala desa.

Anggaran ADD yang diterima oleh Desa

|Nanga Kebebu pada tahun 2012 sebcmr Rp.
— 2'6 459.793,00 bersumber dari 10 persen nilai APBD

Kabupaten Melawi yang diterima oleh Desa Nanga
Kebebu-melalui BPM-PD Kabupaten melawi. Dari
anggaran tersebut, terlihat bahway hanya Rp.

3.000:000,00 yang dialokasikan s untuk  dana

pembangunan “desa-yang telah direncanakan dalam
RPIMDes pada. tahun 2012. Dén dari dana Rp.
3.000.000,00 tersebut dialokasikan untuk pembuatan
gerbang Desa Nanga Kebe:bu'.‘Anggaran ADD yang
tersisa yang . meneapa  23.459.793,00 banyak
dipeftntukkan  untuk biaya operasional  desa
Sehingga hal tersebut berdampak pada kurang
efektifnya hasil atau output pembangunan yang dapat
terealisas dari anggaran ADD pada tahun 2012
tersebut. Selain itu, anggaran ADD yang dialokasikan
untuk biaya operasional desa tersebut, belum dapat
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meningkatkan bidang pelayanan yang diberikan dari
desa kepada masyarakat. Karena dalam mengurusi
urusan surat menyurat, masyarakat desa tetap
dikenakan biaya yang telah ditentukan tanpa ada
pengurangan biaya dari tahun sebelumnya.

Apabila dikaitkan dengan tujuan perda
nomor 8 tahun 2006 terlihat bahwa belum sesuainya
pencapaian tujuan Perda nomor 8 tahun
2006disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama
alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Nanga
Kebebu yang masih relatif rendah yang hanya
mencapai  Rp. 26.459.793,00,
pembangunan yang telah direncanakan, ~d|d'alam
rencana pembangunan menengahk_g,em bel um dapat
didanai secara maksimal. Fglaor"' lain yang menjadi
pendukung  kurang . ma'Rsi malnya pelaksanaan
pembangunan d&aadélah besarnya alokas dana desa
yang d|peruntuk'kan untuk biaya;operasiona desa.
Ditambah lagl hasil jpembangunan yang dapat
terealisasi® "melalui anggaran ADD dari tahun 2010
hingga tahun 2012 “semakin menurun dai sis
kuaﬁ:[itas Selain itu rendahnya pendapatan asli desa
yang hanyawdmencapai Rp. 9.725.000,00 juga
berdampak terhadap peningkatan hasil pembangunan
yang dapat dilaksanakan oleh desa.

¥ Berdasarkan fenomena  tersebut dapat_
digambarkan beberapa permasalahan yang menjadi'
ker’idalauntuk mencapai tujuan dari alokasi danad
yang- belum sesuai dengan Perda nomor 8 1

sehingga hasp-.r

T

!

1

2006, seperti : Alokasi dana desa yang baf ak

diperuptukkan untuk biaya operasional @ I,.
dibandihgkan untuk pembangunan desa yang telah |
d|rencana<an didalam  RPIJMDesa, —kemudian *

didorong nggan rendah atau minimnya alokasi dana
desa yang dianggarkan kepada desa di .Kabupaten
Melawi, sdleh satunya Desa -Nanga Kebebu
Kecamatan Né'r.lga Pinoh yang 'hanya mencapai. Rp.
26.459.793,00. Ditambah lagi dengan pendapatan asli
desa yang rendah“bahkan lebih kecil dari pada
anggaran yang dlaloka§l1<arr untuk desa yaitu Rp.
9.725.000,00 sehingga output dan outcon1e“yang‘
dicapaipun masih kurang efektif, contoh konkritnya
adalah perencanaan pembangunan yang dirancang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPIMDes) belum dapat dilaksanakan secara
maksimal, masih ada program-program yang belum
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! njenilai dampak dari suatu kebijakan:

dapat teredlisasi secara nyata sehingga menyebabkan
pembangunan yang dilaksanakan belum maksimal
dan merata Ketiga masih rendahnya tingkat
partisipasi masyarakat serta swasta dalam membantu
pembangunan desa, sehingga hal ini juga menjadi
faktor pendorong kurang efektifnya output dan
outcome yang dapat dirasakan dan diterima oleh
masyarakat.

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis dan menggambarkan
outcome kebijakan alokasi dana desa di Desa Nanga
_Kebebu Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
B‘.’-u___ TINJAUAN PUSTAKA
1. Bvalyas

Suatu RebjLakan memiliki beberapa tahapan
mulai_dari formulasi® simplementasi  dan bagian
terakhir dari suatu proses kéhijakan itu sendiri adalah
evauas.  Semua  kebijokamn, yang telah
diimplementasikan: ataupun sudah r‘hula: digulirkan
pada’ "akhirnyapun harus dievaluasi. Halz.ml senada
dengan | apa yang dinyatakan oleh Agustino
(2008:185), yang menyatakan bahwa evaluas
kebijakan sebenarnya juga=membahas persoalan
perenf:anaan, isi, implementasi dan tentu sajafefek
atau pengaruh dari kebijakan itu. sendiri. Sehingga
didalam penelitian ini, agar masalah tidak terlalu luas
maka peneliti lebih  memfokuskan eyaluasi "untuk

Menurut Lester dan Stewart -.(dalam

Agustino, 2008:186) evaluasi ditujukan untuk

= mehhat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebi jakan

dan untuk mengetahui apakah kebijakan jyang telah
dirumuskan dan dilaksanakan dapat r_nenghasilkan
dampak yang-diinginkan. Dunn (dalam Agustino,

.2008:487) menyatakan bahwa evaltiasi kebijakan

secara “sederhana— berkenaan  dengan  produksi
informasismengenai nilai-nilai ata’b manfaat-manfaat
hasil kebijakan.

Menurut  Lester dan Stewart (dalam
Agustino, 2008:186);" “evaluas kebijakan dapat
difedakan kedalam dua tugas yang berbeda. Tugas
pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-
konsekuenss apa yang ditimbulkan oleh suatu
kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.
Tugas kedua, adalah untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar
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atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya
Sehingga untuk memenuhi tugas tersebut, evaluasi
kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni

kekhususan (specification), pengukuran
(measurement), analisis dan rekomendasi.
2. Indikator  atau  Kriteria  Evaluas

Menurut William Dunn

Indikator atau kriteria yang digunakan untuk
mengevaluasi ada 6 vyaitu efektivitas, efisiens,
kecukupan atau adequacy, pemerataan atau equity,
responsivitas dan ketepatgunaan
appropriateness. i~

Yang pertama efektlfltas,(ryéﬁu penilaian
terhadap pencapaian tuluan' “yang menyatakan
seberapa jauh hasil yan_g,tel?-;\h tercapai dengan tujuan
yang telah ditentekan. Kedua, |efisens’ yaitu
penilaian terhadap keberhasilan: suatu kebijakan
dengan meru-la| dar| besarnya biaya yang d| keluarkan
untuk mencapa| hasil. dan tujuan yang telah
d|tentukan Ketiga, ‘kecukupan yaitu pénilaian
te_ghﬁdap pencapaian hasil yang telah dicapai dengan
Kebutuhan masyarakat, sehingga hasil yang telah

dicapai tersebut benar-benar efektif memecahkan

mesalah dan  kebutuhan diddlam  masyarakat,
Keempat, pemerataan yaitu penilaian terhadap, biaya
dah manfaat_dari hasil kebijakan yang telah dicapai ,'
apa'kah dapet dirasskan oleh semua kelompg

kel ompok berbeda didalam masyarakat, setin ga
hasil yang telah dicapai benar-benar merata dan d
dir oleh semua masyarakat. K a, I
responsmtas adalah penilaian yang ditujukan untuk

T
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melihat ~ppakah hasil dari kebijakan -yang telah =

dicapai benar benar sesuai dengan kebutuhan seluruh
masyarakat ffanpa ada yang merasa dirygikan- dari
hasil kebijakan tersebut. ‘Dan -keemam adalah”
ketepatan, yaitu penilaian yang*ditujukan untuk
mengetahui apakah hasil dan tujuan kebijakan yang
telah ditentukan bé'nar benar memiliki nilai yang
berguna untuk masyaraka-yang-mgnj adi target group
dari kebijakan tersebut. ——
3. Evaluas Hasil kebijakan

Evaluas hasil kebijakan adalah evaluas
yang dilakukan oleh penilai didalam mengukur
keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, yang
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dikembangkan dan diadministrasikan. Data yang
dihasilkan akan sangat berguna bagi pengambil
keputusan dalam menentukan apakah program
diteruskan, dimodifikasi atau dihentikan. Evaluas
hasil fungsinya adalah membantu penanggung jawab
program dalam mengambil keputusan, meneruskan,
memodifikasi atau menghentikan program. Evaluas
hasil memerlukan perbandingan antara tujuan yang
ditetapkan dalam rancangan dengan hasil program
yang dicapai. Hasil yang dinilai dapat berupa skor
tes, data observasi, diagram data, sosiometri dan lain

atagp'l‘ __Sebagainya, yang masing masing dapat ditelusuri

“Kéitannya dengan tujuan yang lebih rinci. Kita dapat
memperwbahsllngkan pencapaian tujuan dengan hasil
yang dicapai mehaLw presentase setiagp komponen
program. Kemudian membuat andlisis kualitatif
mengapa sekian persen d|cap4| dan mengapa hal itu
terjadi. y

Apabila tujuah yang ditefagkan program
telatr'" tercapai maka ukurannya tergantung dari
kriteria yang telah ditetapkan. Ada kriteria (tolok
ukur) yang menggunakan 100% sebagai standar, ada
pula yang hanya 80%. Hal™itu tergantung !dari
kepen'tingan setiap aspek yang=diukur misdnya
kesulitan pencapaian, kesederhanaan aspek ' bagi
program dan sebagainya. _
4. Alokasi Dana Desa |

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa

DD) adalah dana bantuan Iangsung yang

I dialokasikan kepada pemerintah desa yang drgunakan
= ’untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat

kelembagaan dan prasarana desa yang idiperlukan
serta —diprioritaskan  oleh  masyarakat, yang
pemanfaatan —dan. administras  pengelolaannya

_dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala

Desa. Tujuan—kebijaken alokasi dana desa sesuai
dengan Perda. nomor 8 Tahun ?2606 adalah untuk
pemerataanspembangunan, mepingkatkan partisipasi,
kesej ahteraan dan pelayanan fasyarakat desa melalui
pembangunan skaladesa
w""Alokas dana desa (dalam Perda Kabupaten
Melawi nomor 8 tahun 2006) ini bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
berkala, dan besarnya alokasi dana desa ini 10% dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
berkala. Penggunaan alokasi dana desa minimal 60%
4
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digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada
skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas
pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial budaya
sebagai dana stimulan dan untuk penggunaan alokasi
dana operasional maksimal 40% dari alokas dana
desa yang diterima. ADD ini tidak diperbolehkan
untuk kegiatan politik, melawan hukum, dan
peruntukkan tidak tepat sasaran.

C. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenn;?T,l

penelitian deskriptif digunakan == untuk
menggambarkan keadaan subjek da[y@b]ek penelitian
yang telah ditentukan oleh penehf

Adapun Iokag.e"yang dijadikan- tempat
penelitian adalah _Deésa Nanga.Kebebu Kecamatan
Nanga Pi nohf Kabupaten Melawi.  Dengan
pertimbangan bahwa desasini ‘merupakan salah satu
desa ya_,gg‘#menerima bantuan alokasi dana['dela dari
pemen-ntah Kabupaten Melawi dari 17 de@ yang
terdapat pada wilayah Kecamatan Nanga ‘Pinoh
Kabupaten Melawi. Kedua, dari bebérapa ‘desa

diwilayah Keeamatan Nanga Pinoh yang menerima

bantuan alokes dana desa tersebut, Desa,Nanga,
Kebebu merupakan desa yang menerima bantuan
dokas dana desa yang paling besar jumlahnyaf
dibandi ngkan desa-desa lain yang menerima bantlian
ADD.
% Waktu pendlitian dilaksanakan mulai, (]an

bulan|September 2013 hingga pelaksanaan Si%fﬂg I

sKripsi pada bulan april 2014. Sementara itu subjek )p.
penel|t|a|1 ditentukan secara purposive - yaitu =

penentuan’ isubjek penelitian yang dianggap benar-
benar memijiki informasi ‘yang diperlukan oleh
peneliti. Addpun subjek penelitian-ini- adalah (a).
Kepala Desa l\fépga Kebebu K ecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi, (b). Kaur® Pembangunan Desa
Nanga Kebebu, (c).'Kepala Dusun Sebaju dan Lebak
Tapang Desa Nanga KeB’ebw (d) ¢<etua BPD Nanga
Kebebu, _—
(e). Perwakilan Masyarakat Desa Nanga Kebebu, (f).
Tokoh masyarakat Desa Nanga Kebebu. Kemudian
yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah
outcome kebijakan alokasi dana desa khususnya di
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Desa Nanga Kebebu Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi.

Dalam penelitian ini  yang menjadi
instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu
sendiri. Dengan 3 teknik pengumpulan data yaitu
dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan
panduan observasi, panduan wawancara. Teknik
analisis data yang digunakan terdiri dari 4 alur yaitu
tahap reduks data, penyagjian data, verifikasi dan
analisis data. Kemudian teknik keabsahan data
dengan menggunakan triangulasi sumber dan

'r'rh'rhgrcheck Triangulasi sumber digunakan untuk

menguji Er'edlbllltas data yang dilakukan dengan cara

mengecek data ymtalah diperoleh melalui beberapa

sumber. Yang K edua’ ~dengan member check yaitu

proses pengecekan data yang diperoleh peneliti

kepada pemberi data., Ty

D. HASIL DAN PEM BAHAS&N

a. J 'Evaluas Kebijakan Alokasi Dana Desa di

Desa Nanga K ebebu Tahun 2012 "

1. Efektivitas iy

» Pada tahun 2012, program atau kegiatan
Jpembangunan desa yang /télah direncariakan
didalam RPIJMDes sebanyak 9 program dan
hanya 2 program saja yang débat terlaksana atau
terealisasi. Diantara kedua program te;sebut
hanya ada 1 program yang térealisasi melalui

&;f{ anggaran ADD tahun 2012 yaitu pembualan
l

gerbang desa.

Apabila diukur berdasarkan darhpak atau
outcome dan manfaatnya, pembangunan
gerbang desa diharapkan dapat menjédi pengenal
desa dan mempermudah masyarakat untuk
“‘mengetahui  batas Desa Nanga Kebebu itu
sendiri.” Sehingga apabila dinilal dari  segi
pemanfaatan.hasil pembanglnan gerbang desa
tersebut sudah dapat men]béri kan dampak seperti
yang diharapkan yaitu gerbang desa yang telah

__ dibuat .dapat=Thienjadi pengenal desa dimuka
umum. Selain itu, gerbang desa juga dapat
mempermudah masyarakat untuk mengetahui
batas atau posisi Desa Nanga K ebebu tersebut.

Walaupun pembangunan gerbang desa
sudah dirasa memenuhi manfaat yang diharapkan
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tetapi dari Sisi pencapaian target pembangunan
lainnya berdasarkan tujuan Perda nomor 8 tahun
2006 belum dirasakan efektif karena belum
adanya peningkatan pembangunan desa dibidang
lain seperti salah satunya sarana kesehatan yang
benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat desa
dan program pemberdayaan.

Berdasarkan tujuan Perda nomor 8 tahun
2006 juga diharapkan bahwa pembangunan yang
dapat pemerintah desa hasilkan melalui
kebijakan ADD tersebut bukan hanya terbatas

pada pembangunan gerbang desa sgja tetapp"r

bagaimana pemerintah desa dapat mer;ggUnakan
anggaran alokas dana desa $sfe’kt|f mungkin
untuk pembangunan desa' pada semua bidang
baik dari sarana da_mﬂl'a&aranaﬂsk ataupun non
fisk  seperti #Ppemberdayaan “yang." dapat
memberikan™ dampak’. untuk  peningkatan
kesejahtéraan masyarakat desa.

_Apabila dikaitkan dengan konsep,otonomi
desa, pembuatan gerbang desa ‘; sudah

_;"'Fnemberikan dampak yang cukup baik. Kiarena

L

didalam wotonomi desa itu sendirii, perlunya

pembangunan prasarana desa sebagjai tanda
§| pengenal-desaitu sendiri. Pembangunan gerban(j:

§ desa itu sendiri bukan hanya dijadikan tanda
§ pengenal. desa tetapi bagaimana gerbang desa.
i

A |

Utersebut dapat dijadikan  informasi  ba
y masyarakat desa lainnya untuk meng
w.llayah desa tersebut sehingga dengan ﬂtu
mQQ/arakat wilayah luar dapat dengan rudah |
mencan dan mengetahui wilayah Desa Nanga
Kebqbu ini sendiri.
2. Efisens

Arfggaran ADD untuk Desa Nanga Kebebu

JJ
¥

I
m

".'l

sendiri pada tahun 2012 hanya mencapai Rp.”

26.459.79':"%,p0. Dari dana yangrelatif minim atau
kecil tersebut memang~ cukup s sulit, bagi
pemerintah desa dalam merealisasikan semua
program atau kegiatarpembangunan yang telah
direncanakan. Dari dana  sebe
26.459.793,00 tersebut hanya ada 1 program
pembangunan yang dapat terlaksana yaitu untuk
pembuatan gerbang Desa Nanga Kebebu dengan
jumlah biaya melalui ADD sebesar Rp.
3.000.000,00. Dari hasil pembuatan gerbang
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Sehesar™Rp:~

T

!

-, ¥

_f.-l‘-.

& dan; biaya operasional

desa tersebut dapat mencapal dampak atau
outcome yang diinginkan yaitu gerbang desa
tersebut memberikan dampak sebagai pengenal
desa dimuka umum. Kedua, dapat dijadikan
sarana informasi mengenai letak Desa Nanga
Kebebu dan batas Desa Nanga Kebebu. Ketiga,
dapat memberikan dampak yang dapat
mempermudah masyarakat luar Desa Nanga
Kebebu untuk mengetahui posis wilayah Desa
Nanga K ebebu tersebut.

Berkaitan dengan sisa dari anggaran ADD
tersebut setelah digunakan untuk pembuatan
gQrbang desa, lebih dari 50 persen digunakan
oleh'bemerl ntah Desa Kebebu untuk membiayai
biaya operasqgal pemerintah desa, seperti :
dibayarkan belanja~sub5|d| untuk kader posyandu
sebesar. Rp. 1.000.000/@0, dibayarkan belanja
subsidi - kepada PKK Desa sebesar Rp.
2,000.000,00, 4 dibayarkan befanja perangko,
Materai dan benda pos lainnya Rp.%369.783,00
lainnya, serta, untuk
pembiayaan program atau kegiatan
pembangunan lainnya yang tidak termasuk ke
dalam RPIMDes yang telah.ditetapkan seperti
propil desa sebesar -Rp.  300.000,00,
pemberdayaan  Kadus  Rp. . 300.000,00,
Pemberdayaan RT Rp. 950.010,00, serta‘untuk
pembayaran gaji honorarium petugas kebérsi han
sebesar Rp. 600.000,00 dan pembayaran
honorarium bendahara desa sebesar Rp.
600.000,00 dibiayai dari anggaran ADD. Dari
penggunaan anggaran tersebut memberikan
dampak, yaitu meringankan beban' pemermtah
desa dalam membiayai operasional” desa. Tetapi
-dari, dampak tersebut, pemerintgh desa belum
dapat memberikan pelayanag’ yang semakin
meningkat .kepada mawara[g—&, karena apabila
masyarakat ingin membdiat surat menyurat
dikantor desa masih tetapk dikenakan biaya yang
sama dari tahun=tahitin “sebel umnya sebelum desa
==fenerima anggaran ADD.

Kemudian apabila dikaitkan dengan otonomi
desa bahwa dampak yang dirasakan dengan
pengelolaan anggran ADD yang belum
sepenuhnya  maksimal  digunakan  untuk
pembangunan desa memberikan dampak yang
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tidak terlau baik. Karena didalam konsep
otonomi desa diharapkan dari anggaran yang
telah diserahkan oleh kabupaten kedesa tersebut
dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk
pembangunan desa hingga menuju desa mandiri.
Tetapi kenyataannya dampak tersebut belum
dapat dilaksanakan Desa Nanga Kebebu dengan
pengelolaan

banyak
memperuntukkan anggan ADD untuk biaya
operasional pemerintah desa dibandingkan untuk

maksimal, karena  dalam
anggarannya Desa Kebebu

pembnagunan desa itu sendiri. Sehingga hasp-r

pembangunan yang dicapai  belum=" dapat
sepenuhnya terealisasi melalui Aﬁﬁ Dan untuk
mencapai  dampak kemarﬁl rian desa masih
belum dirasakan slqp*‘c?leh Desa Nanga Kebebu
terutama dalam® mengelola anggaran yang

diterima darikabupaten.

Berdagarkan data-data dan hasil andisis
terybut terlihat bahwa penggunaan anggaran
tidak digunakan seefisien mungkin' untuk dana

_# operasional ‘desa dan tidek seefekfif mungkin
digunakan.untuk membiayai pembangunan desa.

! Sehinggasdampak yang dihasilkan belim sesual——
\ dengan.-harapan yaitu belum menigkatnyé:
 pembangunan desa dan belum meningkatnya
§ pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa.

i.xkepada masyarakat. Program pembangunan; dg&a '

yang telah direncanakan tidak dapat terit

sgcara efektif dan penggunaan untuk b| ya |
oferasional desa telah melebihi batas y&)g

T

!

1

d|té1tukan juga belum memberikan dampak )p.
pemﬁgkalan pelayanan yang maksimal - untuk =

masyarakat.

AKibat dari tidak - efisiennya~ arggaran
kebijakam ADD di Desa NangaK ebebu tersebut,
dampak
pembangunan, bagi masyarakat ‘desa.” Hasil
pembangunan Yang telah direncanakan, tidak
dapat terealisas sec‘a‘ra menyuruh, menyebabkan
dampak pembangunan yang d|hara‘f)kan Sestai™
dengan tujuan Perda nomor 8 tahun 2006 yaitu
pembangunan dan
meningkatkan kesgjahhteraan serta pelayanan
kepada masyarakat masih dirasakan kurang
efektif akibat pengaruh dari anggaran ADD yang

berdampakt, kepada  hasil = ..dan

untuk pemerataan
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tidak digunakan semaksimal mungkin untuk
peningkatan pembangunan desa.

Apabila dikaitkan dengan otonomi desa, hal
ini tentunya sangat berdampak besar karena
didalam konsep otonomi desa, desa diharuskan
mampu untuk mengelola keuangan yang
dianggarkan untuk desa semaksima mungkin
untuk pembangunan desa menuju kemandirian
desa tersebut. Sehingga dengan mampunya desa
dalam mengelola anggaran tersebut diharapkan
dapat meningkatkan pembangunan desa hingga

mencapai kemandirian  desa.  Sehingga
":-'Ie,r_wuj udlah konsep otonomi desa yang

menyeluru uruh untuk desa tersebut.

3. Adequal:yﬂ'

Hasil pembaT’fgunan yang telah terealisasi
yaitu pembuatan gerbang desa memang sudah
mencapai_dampak yang diingi nkan yaitu sebagai
pengenal desa dan sebaga| sarana untuk
mengetahw letak “atau posisi wrlayah Desa
2 Nanga Kebebu. Namun:apabila dinilai da_r'l hasil
yang diperoleh untuk-.menyelesaikan masalah
masyarakat Desa Nanga=Kebebu masih dirasa
belum cukup, karena dengan terlaksarianya
‘pembuatan gerbang desa tersebuit, dampak yang
dirasakan juga hanya terbatas pada pemanfaatan
gerbang desa tersebut sgja. |

Salah satu yang menjadi sméasalah di Desa
Nanga Kebebu sendiri lebih kepada sarana ataul
akses jalan yang masih sangat sulit terutama
untuk dusun-dusun yang berada jauh dari pusat
desa. Harapan dan tujuan dari kebijakan alokasi
dana-desa ini sendiri lebih kepada'pemerataan
pembangunan.. Tetapi hasil pembangunan yang
-clapat dicapai melalui kebijakan ADD pada tahun
2012 belum-dapat merealisasikan pembangunan
ataul perbaikan jalan tersebuts Sehingga dampak
untuk ‘mempermudah akses untuk keluar masuk
desa belum dapat dirasakan oleh masyarakat
desa. Masyarakat-dtisun masih sulit untuk keluar

"=fasuk dusun apalagi untuk menuju pusat desa

karena kondisi atau akses untuk keluar dari

dusun yang belum mengalami perbaikan.
Dampak atau outcome dari pembangunan
juga belum terasa cukup untuk mengatas
masalah-masalah yang ada di Desa Nanga
7
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Kebebu. Karena berdasarkan hasil observas
masih  diperlukannya  pembangunan  dan
perbaikan sarana pendidikan agar dapat
menunjang peningkatan kualitas pendidikan
guna mencapai kesgjahteraan dimasyarakat
sesuai dengan tujuan perda nomor 8 tahun 2006.
Selain  itu belum adanya peningkatan
pembangunan dalam bidang sarana pendidikan
berdampak pada kulaitas pendidikan yang belum
ada peningkatan atau perbaikan, masih belum
layaknya bangunan untuk jadikan tempat belgjar

untuk anak-anak PAUD sehingga memberlka[;?"‘

dampak yang tidak nyaman untuk_amak- anak
yang belajar menggunakan b@nguhan tersebut.
Sehingga dari dampak T,ersebut terlinat belum
adanya perbaikan ,pem'bangunan dalam sarana
pendidikan sesuéi’ dengan tujuan perda nomor 8
tahun 2@66 yaitu’. untuk  pemerataan
pembangunan dan;_peningkatan k@ejahteraan
dag pél ayanan untuk masyarakat desa.
Apabila- dianalisis berdasarkan konsep
. 0ton0m| desa, pembangunan idesa *yang
terlaksana.= memang  sudah  memberikan

{ pemanfaatan sesuai dengan yang diharapkanﬂ:_
secara  umum  pembangunan’, untuk____
» memecahkan masalah yang ada didesa belum

karena apa yand
masalah d|masyaral_fat L

| Tetapi

N sepenuhnya maksimal,

Ysebenarnya menjadi
“belum bisa teratasi melalui ADD. Sesuai defigan
R'pnsep otonomi desa sendiri bahwa desa harus

mampu membangun kemandirian desa baik“dari |
| iy
&ar‘énaﬂsk hingga pembangunan non fisik untuk p.

kemqndman dan kemajuan desaitu sendiri.
4. Egquity atau pemer ataan
Haiql pembangunan ‘yang telah"terealisas

yaitu pefbuatan gerbang desa-bahwa dampak ~

yang dwagkan sebagai béntuk.-pengenal desa
memang dirasa sudah sesuai ‘dengan harapan
yang diinginka'h yaitu sebagai tanda pengenal
desa. Tetapi dam'pak tersebut juga belum

dirasakan merata pada semua wilayandesa

karena pembuatan gerbang desa sebagai
pengenal desa hanya berpatok diwilayah pusat
desa sgja sehingga hanya pusat desa sgja yang
memiliki tanda pengenal tersebut sedangkan
untuk dusun-dusun yang jauh dari desa tersebut

Anggi Wanti Safitri Nur
Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

belum mendapatkan dampak dari tanda pengenal
yang hanya dibuat pada pusat Desa Nanga
Kebebu.

Kemudian hasil pembangunan  yang
terlaksana melalui anggaran kebijakan alokasi
dana desa juga hanya terlaksana pada pusat desa
yaitu pembuatan gerbang desa. Sehingga dusun-
dusun yang berada jauh belum dapat merasakan
dampak langsung dari hasil pembangunan
gerbang tersebut. Tetapi dari pembangunan
tersebut seluruh masyarakat Desa Nanga Kebebu
dapat mengetahui letak posisi pusat Desa Nanga

e K ebebu.

ila dinilai dari sisi pemerataan dampak
yang d|hasTkaqdw| pembangunan gerbang desa
tersebut memang belum dirasakan merata pada
sdluruhl wilayah desa, karena dari hasil
pembangunan’ gerbang tér'sd;,)ut yang banyak
merasakan dampak adalah pu@tl‘_De&a Nanga
‘Kebebu sendiri karena pembuatan gegbang desa
' dilakukan pada awal masuk pusat Desa Nanga
Kebebu. Sehingga secara tidak langsung
pembangunan gerbang desa hanya sebagai tanda
péngenal pusat Desa Nanga-Kebebu dan fidak
- ‘memberikan dampak langsung untuk tanda
' pengenal dusun-dusun yang ada di Desa Nanga

| K ebebu. I
[ | Berdasarkan buku kas umumi ADD di Desa
' Nanga Kebebu pada tahun 2012 tersebut

. menunjukkan bahwa dampak pembangunan desa

‘ #  dari kebijakan ADD di Desa Nanga K eebu pada

tahun 2012 belum merata Dimana hasil
pembangunan banyak difokuskan pada wilayah
pusat Desa Nanga Kebebu dan jpemerintahan
-desa.  Kurangnya pelaksangan  program
pembanguran—pada dusun-duglin yang berada
cukup jah!dari Desa Nangd Kebebu terutama
Lebak « Tapang berdampak pada kurang
meratanya outcome yang dihasilkan  dari
pembangun@n_dew Thelalui ADD tersebut. Apa
==agi untuk dusun-dusun yang berada jauh dari
pusat desa, masyarakat desa belum dapat
merasakan dampak dari adanya pembangunan
yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui
anggaran ADD. Ha ini dikarenakan untuk
wilayah dusun mereka sendiri belum ada hasil
8
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pembangunan baik berupa kegiatan
pemberdayaan  masyarakat atau  program
pembangunan sarana atau infrastruktur umum
yang dapat memberikan dampak atau pengaruh
langsung untuk kemajuan masyarakat dusun
tersebut terutama masyarakat Dusun Lebak
Tapang. Untuk Dusun Sebaju sendiri, walaupun
sudah mendapatkan bantuan dari anggaran ADD,
tetapi pembangunan masid yang mereka
harapkan juga belum dapat terselesaikan.
Sehingga masjid tersebut juga belum dapat

dimanfaatkan atau digunakan untuk peri badatan,?'r

karena pembangunan masjid yang belum” dapat
selesai secara 100 persen gg[:h bembangunan
sarana umum lain juga bg.urﬁ dapat ditingkatkan.
Dampak dari h_qsi»r" pembangunan - melalui
anggaran ADD;" belum memberikan .dampak
yang melpataf bagi seluruh ‘masyarakat Desa
Nanga # Kebebu i stersebut  karena  hasil
embéﬁgunan yang sangat dominan, berada
dapusat desa_sehingga dampak pembangunan
‘tersebut tersebut juga lebih dirasakan® oleh
~ pemerintah.desa. Adanya bantuan tana ADD

http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

Desa Nanga Kebebu berprofesi sebagai petani
yang mencapai 577 orang dari 1.081 orang
penduduk.

Ha  ini  mengindikasikan, = memang
pentingnya kegiatan atau program pemberdayaan
masyarakat terutama dibidang pertanian, untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
mengolah perkebunan mereka agar dapat
meningkatkan kesgjahteraan hidup masyarakat
Desa Nanga Kebebu tersebut. Tetapi apabila
dilihat dari data hasil pembangunan tahun 2012,
program pembangunan atau kegiatan yang

""djlak&anakan atau tereadlisas oleh pemerintah

desa™ ]euh dari apa yang diharapkan dan
d||ng|nkan bleb masyarakat. Anggaran ADD
yang ada, Ieﬁi'h-.-,,‘banyak digunakan atau
diperuntukkan untuk biaya operasional desa dan
digunakan untuk pemberdayaan dusun-dusun
maupun RT, serta’ digunakan 1l]|'|tll£1_k membayar
Slbsidi organisasi kewanitaan seperti, PKK dan

' membayar gaji honorium-yang bekerja‘djkantor

desa. Sehingga hanya-sebagian kecil anggaran
APD yang digunakan untuk pembangunan.

f dari Kabupaten Melawi juga hani/a dapgt_ - +  Apabila dikaitkan dengan otonomi |desa
§ membantu pemerintah desa dalam mengurangi____ ‘bahwa desa harus mampu” meningkatkan
§ jumlah pengeluaran kas desa untuk membiayai} | pembangunan desa yang benar-benar sesuai
| biaya. operasional pada kantor Desa Nangaf dengan kebutuhan desa dan masyarakat! desa.
IuKebebu Sehingga dampak yang -dihé\silkan,II dari
5. Responsiveness \E pembnagunan  tersebut benar—benari- dapat

",. Apabila dibandingkan  dengan h il . mendorong desa menuju kemandirian desa. Dan

-.|.|.-

1
paémbangunan yang telah dilaksanakan” deh I) % dari kemandirian desa tersebut dapat nfnencapaj
pemerintah desa melalui anggaran ADD, maka | tujuan kebijakan ADD sesuai dengan tujuan
has'E pembangunan yang dilaksanakan belum = Perda-nomor tahun 2006. Tetapi agabila dilihat

sesuahudengan preferensi.atau keinginan yang
benar-Denar dibutunkan” oleh masyarakat desa.

Karena yang menjadi hasil pembangunan melalui”

ADD tahur,1 2012 hanya “pembuatan.. gerbang
Desa Nanga, Kebebu walaupun' dari gis
pemanfaatanny'a sudah mencapai harapan yang
diinginkan. Tetap| " apabila.. d.Lsesuakan untuk

program pembangunan yang d||ng|nkarr “dan~

dibutuhkan masyarakat desa lebih kepada
pembangunan sarana umum berupa polindes dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat
meningkatkan kemampuan masyarakat desa. Apa
lagi lebih dari 50 persen dari jumlah penduduk
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dari kenyataanya, pembangunan ye_aﬁg dihasilkan
-dari, pembuatan.gerbang desa memang mencapai
dampak- yang—diharapkan tetapi pembangunan
untuk: mémberikan dampak y‘éng sesual dengan
tujuan kebijakan ADD yaitd untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakét desa belum benar-
bebar dirasakan=dari ahsil pembnagunan yang

"==gidah terealisasi. Sehingga apa yang menjadi

keinginan dan kebutuhan masyarakat hanya
tercapal pada pengenalan letak wilayah desa.
6. Appropriateness
Apabiladinilai berdasarkan tujuan kebijakan
ADD pada perda nomor 8 tahun 2006 yaitu
9
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untuk pemerataan pembangunan dan
meningkatkan partisipasi, kesgahteraan serta
pelayanan masyarakat desa melal ui
pembangunan skala desa. Maka dampak dari
hasil pembangunan melalui ADD, belum dapat
mencapai tujuan tersebut secara tepat dan efektif.

Berdasarkan hasil pembangunan yang telah
terealisas memang sudah mencapai tujuan yang
tepat yaitu untuk tanda pengenal desa. Tapi
dampak yang dirasakan hanya sebatas untuk
pengenal desa tersebut sgja. Tanpa dapat

berimbas untuk pengenal dusun-dusun YaNgT

berada jauh dari pusat Desa Nangg.~+(‘ébebu
tersebut. Kemudian untuk mengapd dampak dan
tujuan seperti yang ter.dapat didalam Perda
nomor 8 tahun 2006, b‘él'um dapat tercapai karena
dampak yar;g.-—“bisa dirasakan: dari’ hasil
pe,mbang'guﬂan tersebut..masih * terbatas untuk
pengegalan desa dansbelum mencapgj kepada

http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

kemandirian desa tersebut benar-benar belum
dirasakan tercapai.

Apabila dinilai dari pemerataan
pembangunan, seperti yang dipaparkan dalam
hasil pembahasan pada bagian pemerataan,
sudah diketahui dengan pasti bahwa hasil
pembangunan yang dilaksanakan benar-benar
terfokus dan banyak dilaksanakan pada pusat
desa (informasi yang diperoleh dari hasil
wawancara dari tokoh masyarakat Desa Nanga
Kebebu dan Kepala Dusun Lebak Tapang).
Sehingga dampak dari hasil pembangunan yang

““stelah dilaksanakan tidak dapat memberikan

darﬁ"ﬁ.‘!&kT yang merata bagi seluruh masyarakat
desa. Apa“iqgl secara manfaat, anggaran
pembangunan d& melalui anggaran ADD
banyak_d|peruntukkan ‘untuk biaya operasiona
pemerintah desa (berdasarkan,data dari buku kas
umum ADD di Desa Nanga KébeQu pada tahun

pemefataan pembangunan, peningkatan
partisipasi kesgjahteraan  dan * pelayanan

F masyarakat melalui pembangunan skaladeﬁa

' Dampak: pembangunan melalui ADD belum

f| dapat memberikan dampak yang benar-benar——

2012), sehingga masyarakat kurangsmerasakan
“'manfaat dari hasil pembangunan desasmelalui
ADD. Nilai ketapatgunaan manfaat dari‘shasil
pembangunan desa lebih banyak berdampak
péda pusat desa dan pemerintahan Desa Nenga

| tepat untuk masyarakat karena dampak yang____ 'Kebebu. .

y diharapkan oleh masyarakat desa sendiri, lebih | Apabila  dinilai dampaknya  untuk
§ kepada__dampak pembangunan yang dapat’ peningkatan partisipasi serta k&eejahteraaﬁ bagi
Iumenlngkatkan skill masyarakat sehingga daEaI- | L] masyarakat desa, dirasa masih-sangat Japh dari
"berpengaruh untuk peningkatan kesejaht ;j harapan. Karena secara Iangsunq hasil

ﬁ].dup masyarakat. Dan untuk pembangunan fisik I‘ ~ pembangunan desa yang secara fisik fnampak
desa sendiri, masyarakat lebih berharap Untlk )j # adalah pembuatan gerbang desa dan’ dampak
pembangunan yang bersifat infrastruktur umum | yang dihasilkan dari pembangunan tersebutpun
yang; dapat dimanfaatkan masyarakat sehingga ™ tidak—dapat memberikan kontribusi’ yang jauh

memb'enkan dampak yang benar-benar tepat

untuk “ perubahan  kehidupan masyarakat

selanjutnya.

Apabifa dampak tersebut. -dianalisis
berdasarkan “i.konsep  otonomi. desa, | yaitu
meningkatkan % _kemandirian  desa,  belum
sepenuhnya tercapal"k’arenaap_a yang C diharapkan
dari hasil dan dampak pembangunan™fasih-
hanya terbatas pada sarana untuk pengenaan
desa sementara untuk peningkatan pembangunan
hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat
belum dirasakan dari pembangunan yang dapat
diredisasikan.  Sehingga  untuk  menuju
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lebih baik-untuk kesejahteraan masyarakat desa

-“Masyarakat desa tetap belum megasakan dampak

yang benar=bemar* berpengaruhy’ langsung  untuk
peningkatan kesejahteraan hig‘i]p masyarakat dari
tahun-tahun sebelumnya, Karena program yang
bersifat pemberdayaan dan dapat membangun
tingkat perekendmian serta  kesgjahteraan

“asyarakat belum dapat direalisasikan oleh

pemerintah desa melalui anggaran ADD yang
diterima. Sehingga hasil pembangunan yang
dilaksanakan melalui anggaran ADD pada tahun
2012 tidak memberikan dampak yang signifikan
dan yang benar-benar dirasakan bermanfaat
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untuk  meningkatkan  kesgjahteraan  hidup dampak pembangunan yang dirasakan belum
masyarakat desa. Apa lagi untuk menunjang sepenuhnya cukup menjangkau semua aspek dan
masyarakat desa dalam berpartisipas membantu bidang kehidupan masyarakat. Kemudian dampak
mambangun  desa  dikarenakan  tingkat atau outcome yang dihasilkan dari kebijakan ADD
kesgjahteraan masyarakat juga masih tergolong untuk pembangunan di Desa Nanga Kebebu pada
standar. tahun 2012, juga belum dirasakan merata karena
Dapat disimpulkan bahwa dampak atau pembangunan yang terlaksana melalui ADD lebih
outcome dari hasil pembangunan melalui banyak diperuntukkan pada pembangunan pusat desa
kebijakan ADD pada tahun 2012 di Desa Nanga dan kepentingan operasiona pemerintah desa
Kebebu belum dapat memberikan dampak yang Sementara untuk dusun-dusun yang letak wilayahnya
appropriateness atau memiliki hasil dan dampak jauh dari pusat desa belum mendapatkan anggaran
yang tepat guna dan bermanfaat bagi masyaraka;?T _yang maksimal untuk membantu peningkatan
desa sebagai target group dari pergbaTgunan ~ pémbangunan sarana dan prasarana dusun yang dapat
desamelalui kebijakan ADD = = member'i‘l?an_h dampak untuk peningkatan

E. PENUTUP ; r...r kesejahteraan maaqakat dusun tersebut.
1 Kesmpulan __,I.e"" Outcome kebljakan alokas dana desa juga
Sebagai akhrf‘ dari tulisan artlkel ini, peneliti belum dirasakan equty atalismerata karena dampak
menyi mpulkag_bahwa ada’ beberapa faktor yang pembangunan_ yang . dirakan 'r?1as|h terfokus pada
menyebablian belum tereapainya tujuan kebijakan pusat desa dan belum merata m‘ényeluruh pada
ADD §$ua| dengan ‘Perda nomor 8 tahun 2006. seluwh wilayah desa. Apalagi ada salafsgatu dusun
Selaip” itu dampak atau outcome kebuakan ADD yalfu Lebak Tapang yang  belum sama, sekali
unajk pembangunan desa belum dirasakan efektif mendapat alokasi dana untuk-pembangunan s&'wngga
Karena outcomepembangunan desa mei-alw ADD dampak dari hasil pembangunan pun juga belum
belum meneapai outcome  sesual k_emglnan N .dirasskan oleh dusun tersebut. Apabila dikaitkan

mesyarakat --yaitu depat meningkatkan, skil[____  dengan pembangunan desa yang telah terealises
masyarakat desa sehingga dapat memperbaiki tingkat | yaitu pembuatan gerbang desa, memang diharapkan
kecejahteraan hidup masyarakat. Kedua, outcome sebagai tanda pengenal dea dimuka umum tapi_hanya

yar’lg belum efisen karena anggaran ADD yaI'ng- | sebatas untuk pusat Desa Nanga 'Kebebfj sgja
mash banyak dialokasikan untuk biaya oper aI .;j entara untuk dusun-dusunya sendiri tldak dapat
desa’; y tetapi  pemerintah desa belum d I |j |.=pengaruh sebagai tanda pengenal karena ber-ada jauh

meni ngkatkan dan mengoptimalkan pelayanan ~d‘aﬂ W #dari pusat Desa Kebebu yang dibangun gerbang desa

kantor desa kepada masyarakat. ) sebagai tanda pengenal. .

;‘ﬁelain itu outcome kebijakan -ADD _juga = Selanjutnya,  dampak atau' outcome
belum mémberlkan dampak _yang -adequacy yaitu kebijakan ADD dalam peningkatan _.ﬁembangunan
kebijakan A[pD untuk menunjang pembangunan-desa _Desa—Nanga Kebepu masih belum memberikan
dianggap bélum mampu ‘mefecahkan masalah” dampak “-yang—sestai * dengan responsiveness atau
pembangunan '"‘qntuk kepentingan:masyarakat desa . keinginan-darit masyarakat desa k_aféna pembangunan
karena hasil pembangunan yang ‘dicapai melaui yang | dihasilkan melalui anggaran ADD bukan
anggaran ADD padéitahun 2012 belum menghasilkan merupakan program  atau _Kegiatan pembangunan
pembangunan yang 100'bérsen.dapat terlaksana dan seperti yang_dil]arapkain__aan diinginkan masyarakat
terealisasi. Apabila diukur dari dampak ‘pembtiatan™ 88 sesuai dengan yang masyarakat desa butuhkan
gerbang desa yang telah terealisai memang sudah karena pembangunan yang lebih dibutuhkan oleh
sudah sesuai dari manfaat yang diharapkan tetapi dari masyarakat dan Desa Nanga Kebebu lebih kepada
sisi peningkatan pembangunan dibidang lainnya pembangunan yang bersifat pemberdayaan dan
seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan akses sarana infrastruktur umum.
jalan dan lain-lain belum dapat terealisas sehingga
Anggi Wanti Safitri Nur 11
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Dampak atau outcome dari kebijakan ADD
untuk peningkatan pembangunan Desa Nanga
Kebebu dari sisi ketepatgunaan atau appropriateness.
Dinilai dari dampak hasil pembangunan yang telah
terlaksana melalui ADD, hasil pembangunan yang
telah terlaksana belum memberikan dampak yang
tepat dan bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan
sarana dan prasarana serta kegiatan yang dibutuhkan
oleh masyarakat desa belum dapat terealisas melalui
ADD tersebut. Sehingga hasil pembangunan yang
telah terlaksana belum memberikan dampak yang
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tepat bagi masyarakat desa. Apa lagi dampak untul_‘;:v-r

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,dart haS|I
pembangunan tersebut, yang dwasemas]ﬁ cukup jauh
dari harapan dan tujuan Perda.no‘rﬁor 8 tahun 2006.

2. Implikasi -

Imphkas yang diharapkan adalah (D).
Implikasi Untlik #Pemerintah Kabupaten Melawi yaitu
harapan _agar pemerintah Kabupaten dapat
menlng'lgafkan anggaran.ADD kepada Desa Nanga
Kebebu. (2). Implikasi‘untuk Pemerintah Desd Nanga
Kebebu yaitu harapan untuk kedepannya agar
Pemerintah Desa Nanga Kebebu dalam“mengelola

-

anggaran ADD.]ebih banyak digunakan dan dikelola

uptuk anggaran program pembangunan yang telaﬁ:
difencanakan dalan RPIJMDes. Melaksanakan
pragram pembangunan yang sesuai dengan keinginan’
atall preferensi masyarakat desa sehingga gagiat [
merﬁberikan dampak yang signifikan uk
mawarakat (3). Implikasi untuk BPD Nanga Keb
yaitu BPD harus berperan aktif dalam menjalaﬁﬁan I

tugasnya sebagal pengawas desa terutama dalam p.
mengawap serta mengontrol hasil-hasil pelaksanaan ™

pembanguq_an desa yang. dilaksanakan oleh
pemerintah desa. (4). Implikasi untuk masyarakat
Desa Nanga'Kebebu dan pihak swasta yaitu agar
Masyarakat Désa Nanga Kebebu-harus lebih aktif
berpartisipasi baik,dalam pelaksanaan pembangunan
desa dan beraspirasi_untuk menentukan distribuasi
anggaran ADD Untukes. program program
pembangunan desa sehingga anggaran ADD™d&pat
didistribusi secara proporsional dan merata untuk
pembangunan pada seluruh wilayah desa dan dapat
memberikan dampak yang merata pula bagi seluruh
masyarakat desa. Dan untuk pihak swasta, agar ikut
berperan daam pembangunan desa dengan
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memberikan bantuan dana atau hibah untuk
mendorong pembangunan desa.
3. Saran

Pemerintah desa dapat melaksanakan
pembangunan desa melalui ADD tepat pada
waktunya dan melaksanakan program pembangunan
sesuai dengan rencana program atau kegiatan
pembangunan yang telah disusun didalam RPIMDes
melalui musrenbang. Kemudian Pemerintah Desa
Nanga Kebebu harus dapat mengurangi penggunaan
anggaran ADD untuk biaya operasional pemerintah
_ desa dan dapat menggunakan anggaran ADD tersebut
Seefektif mungkin untuk pelaksanaan program
pembangﬁhan desa yang ada didalam RPJIMDes.
Anggaran ADD '"ysagg diterima tersebut juga harus
dapat_digunakan seeféktl.f mungkin maka disarankan
untuk  pemerintah desa agaHjapat mendistribusikan
anggaran ADD secara proporsub'hal dan merata untuk
pembangunan desa. Diperkuat Iagl dengan peran
BP[} yang harus lebih = aktif Iag| “ymelakukan
pengawasan  kepada pemerintah desa, dalam
menjalankan setiap program. Sehingga anggaran
yang ;digunakan dapat terkontrol dan banyak
di pen]ntukkan untuk program-program yang befsifat
membangun desa dan masyarakat. Kemudian yang
terpenting adalah harus meningkatkan peran | aktif
atau partisipas masyarakat dan . swasta dalam

. Pperencanaan  ataupun pel aksanaan bembaﬁgunan

ang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa
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